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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TENTANG PEMBEBASAN, KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK 

DAERAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING, PEJABAT PERWAKILAN NEGARA 

ASING DAN BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL 

 

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pembebasan 

pajak daerah berdasarkan asas timbal balik (reciprocitas) 

sebagaimana diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2010, pembebasan 

Pajak Daerah bagi badan atau perwakilan Lembaga internasional 

yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU 

No. 28 Tahun 2009, Pergub No. 124 Tahun 2009 perlu 

disempurnakan. 

 - Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 

29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; 

UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; 

Perda No. 6 Tahun 2010; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; 

serta Permenkeu No. 148/PMK.07/2010. 

 - Peraturan ini berisi tentang ruang lingkup; pendelegasian 

kewenangan pembebasan pajak; obyek pajak; subyek pajak; 

pembebasan pajak; kelebihan pembayaran pajak; serta 

penagihan pajak. 

   

CATATAN : - Pergub ini diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2017 dan mulai 

berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

diundangkan. 

 - Pergub ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017. 

 - Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 124 Tahun 2009 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 - Lampiran 5 hlm. 

 


